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KATA PENGANTAR,

Salah satu tugas pokok Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK LIPl) adalah melakukan kegiatan
penelitian secara nasional. Hasil dari kegiatan penelitian tersebut
ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai
bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan berbagai
kebijakan pembangunan khususnya di bidang kependudukan.
Serangkaian penelitian telah banyak dilakukan, salah satunya adalah
penelitian tentang "Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Era Otonomi
Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara” yang telah selesai
dilaksanakan pada tahun anggaran 2003.

Publikasi hasil penelitian ini berisi kajian tentang arah, strategi dan
proses kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai kartanegara.
Era otonomi daerah yang sedang berlangsung sebagai tahapan
transisi saat ini, dinilai telah memberikan peluang sekaligus
tantangan bagi setiap daerah dalam merancang berbagai kebijakan
pembangunannya. Penekanan kajian ini pada kebijakan
ketengakerjaan dinilai sangat menarik dan diharapkan dari hasil
kajian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
merumuskan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan.

Dengan selesainya laporan hasil penelitian ini, kami panjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT sehingga bisa menyelesaiakan amanat
tersebut. Terlaksanannya kegiatan penelitian ini dengan baik tidak
terlepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak, terutama
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, institusi swasta
dan mayarakat di lokasi penelitian. Untuk itu kami ucapkan terima
kasih. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada anggota
peneliti yang melakukan penelitian ini, staff penunjang di PPK LIPI
serta semua pihak yang telah membantu hingga selesainya publikasi
hasil penelitian ini.

Jakarta, Juni 2004

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia

Dr. Ir. Aswatini, MA.
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KATA SAMBUTAN

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada abad 21 semakin berat,
termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya
- manusia (SDM). Situasi dan permasalahan ketenagakerjaan di
Indonesia dewasa ini tetap ditandai dengan kualitas SDM yang
rendah serta keterbatasan kerja produktif, sehingga mengakibatkan
tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Demikian pula
ditambah dengan permasalahan tingginya tingkat pengangguran
. sementara penciptaan lapangan kerja sangat terbatas akibat krisis
' ekonomi yang belum pulih.

 Namun demikian, secercah harapan kembali muncul, sejak tahun
2001, ketika UU No. 22/1999 dan UU No0.25/1999 tentang
' pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan. Melalui pelaksanaan
 kedua undang-undang tersebut peluang untuk pengembangan
. ketenagakerjaan yang lebih baik pada tingkat daerah semakin
. terbuka lebar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan
" tanggung jawab yang lebih besar untuk memilih dan mengelola
potensi SDA dan SDM daerahnya bagi kemajuan dan kesejahteraan
. masyarakatnya.

Tentunya untuk meraih peluang tersebut diperlukan kemauan politik
di tingkat daerah dan keseriusan dalam pengelolaan dengan
mengikutkan sebanyak mungkin stakeholders, seperti pihak
pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan
dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan sangat dipengaruhi
oleh perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang
kondusif, koordinasi antar komponen pembangunan yang mantap,
serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Perbaikan pada
~ kelemahan kualitas SDM harus mendapat prioritas dalam kebijakan
. atau program pembangunan, sehingga kualitas tenaga kerja dapat
* ditingkatkan.

_ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi dua paket .
undang-undang otonomi daerah, telah memberikan wewenang yang
. lebih luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
~ dalam mengidentifikasikan, merencanakan dan melaksanakan



pembangunan sesuai aspirasi dan potensi yang dimiliki. Pemikiran -
bahwa pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi dan
kebutuhannya dalam pembangunan, telah  menempatkan
pelaksanaan otonomi daerah sebagai “resep baru” pelaksanaan
pembangunan nasional saat ini.

Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dahulunya merupakan bagian
dari Kabupaten Kutai, merupakan salah satu daerah di Indonesia
yang kaya akan potensi dan hasil sumberdaya alam (SDA) khustisnya
pertambangan dan kehutanan. Namun demikian, selama masa orde
baru yang lalu, hasil ekplorasi kekayaan yang diperoleh dari daerah
ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu,
kehadiran dua paket undang-undang tersebut dianggap sebagai
momentum baru dalam menata pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Kutai Kartanegera ke arah dan hasil yang lebih baik.

Nuansa gerak pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat
semakin meningkat setelah otonomi daerah. Pembangunan sarana
dan prasarana pembangunan dalam tiga tahun terakhir telihat
‘semakin meningkat pesat, terutama jika dilihat dari pembangunan
proyek-proyek yang melibatkan pendanaan sangat besar (misalnya
pembangunan jembatan sungai Mahakam, jalan lintas Kota
Samarinda-Tenggarong, dan penataan Kota Tenggarong). Di bidang
ketenagakerjaan, meskipun masih dihadapkan pada permasalahan
rendahnya kualitas SDM yang tersedia, melalui program ‘Gerbang
Dayaku’ diyakini permasalahan ketenagakerjaan di Kutai Kartengera
dapat teratasi di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut dapat
diyakini karena program ‘Gerbang Dayaku’ yang di dalamnya
termuat program unggulan peningkatan kualitas SDM Kutai
Kartanegara, dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang
sedang dialami daerah ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya
keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
mengoptimalkan peluang otonomi daerah.

Namun demikian, sisi lain dari proses pembangunan di Kabupaten
Kutai Kartanegara, ternyata masih dihadapkan pada tantangan berat
yang sedang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal.
Faktor internal selain rendahnya kualitas SDM, antara lain adalah
keterisolasian di beberapa daerah, kesenjangan ekonomi antar
wilayah dan terbatasnya kegiatan investasi dari sektor swasta.
Sementara tantangan eksternal berasal dari semakin meningkatnya
~ tuntutan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan .
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budaya sebagai akibat derasnya arus informasi dan tekhnologi,
perubahan iklim ekonomi yang semakin kompetitif, hingga tuntutan
persaingan di dunia internasional dalam era globalisasi. Dengan
demikian, maka proses pembangunan di Kabupaten Kutai
Kartanegara di masa mendatang akan semakin terkait dengan
perkembangan nasional dan internasional, sehingga menuntut
peningkatan daya saing (khususnya SDM) dan optimalisasi seluruh
potensi dan kekuatan sumberdaya yang ada di daerah ini.

Buku dengan judul “Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Era Otonomi
Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara” yang ditulis oleh para
peneliti Bidang Ketenagakerjaan PPK LIPI memberikan bahan kajian
yang cukup menarik, karena analisisnya didasarkan pada hasil data
dan inforamasi penelitian langsung di Kabupaten Kutai Kartanegera.
Penekanan analisis buku ini ada pada kajian kebijakan
ketenagakerjaan yang meliputi arah, strategi dan prosesnya,
disertai isu-isu yang terkait dengan permasalahan ketenegakerjaan
di Kabupaten Kutai Kartanegera. Oleh karena itu, selain dapat
memperkaya khasanah pengetahuan, buku ini diharapkan dapat
menjadi masukan berharga bagi para pengambil keputusan,
khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta
segenap pihak yang tertarik dengan kajian bidang ketenagakerjaan,
para peneliti, dosen, mahasiswa, LSM dan kalangan swasta.
Bersamaan dengan itu pula pada kesempatan ini, saya memberikan
penghargaan kepada para penulis dan semua pihak yang telah
membantu dari proses penelitian hingga terbitnya buku ini.

Jakarta, Juni 2004

Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak
Staff Ahli Mentri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, strategi
pembangunan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Hal
tersebut disebabkan adanya tuntutan politis pada waktu itu untuk
menyehatkan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ukuran-ukuran
keberhasilan pembangunan mengacu pada tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Strategi pembangunan tersebut telah
menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen
pada tahun 80-an dan awal 90-an. Pada waktu itu pembangunan di
sektor manufacture telah menjadi tumpuan harapan dan kebanggaan
untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Perkembangan sektor
manufaktur cukup menonjol dan nampak telah terjadi pergeseran
sektor perekonomian (transformasi struktural) dari pertanian ke arah
non-pertanian. Namun demikian proses perubahan struktur ekonomi
tersebut belum mampu menciptakan kesempatan kerja seperti apa
yang diharapkan. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya
kesenjangan ekonomi (kemiskinan) dan sosial (pengangguran) sebagai
akibat pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada economic
growth dan tidak diimbangi pemerataan hasil pembangunan (UNDP,
1990).

Dalam era orde baru, pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan angka
yang cukup tinggi. Pertumbuhan sektor manufacture telah melampaui
pertumbuhan sektor pertanian. Selama 3 dasawarsa tersebut telah
terjadi peningkatan sumbangan sektor manufacture dari hanya sekitar
9 persen pada awal tahun 70-an menjadi 26 persen pada tahun 2000.
Sebaliknya, pada waktu yang sama, sumbangan dari sektor pertanian
telah terjadi penurunan dari 53 persen menjadi 17 persen. Dalam kurun
waktu yang sama, penurunan proporsi tenaga kerja sektor pertanian
seebsar 73 persen menjadi 45 persen (BPS, 2000). Angka-angka
tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia memang telah terjadi
perubahan struktur perekonomian secara makro yang cukup berarti
selama 3 dasawarsa terakhir. Namun transformasi struktur ekonomi
tersebut belum mampu merubah struktur tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor manufacture. Pembangunan ekonomi yang



menekankan pertumbuhan dengan sektor manufacture yang lebih
berorientasi pada padat modal (capital intensive), ternyata belum
banyak menyerap tenaga kerja Indonesia yang melimpah, sehingga yang
terjadi adalah bertambahnya jumlah angka pengangguran setiap
tahunnya.

Kondisi tersebut semakin diperparah sejak Indonesia mengalami krisis
pada pertengahan tahun 1997, yang berdampak luas terhadap
kehidupan  masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan utama yaitu
penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang terus
bertambah. Jika pada satu tahun sebelum krisis (1996) jumlah
penganggur terbuka mencapai 4,3 juta orang atau 4,9 persen dari
seluruh angkatan kerja, pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 6
juta orang atau 6,1 persen. Dengan asumsi konservatif di mana tingkat
pertumbuhan ekonomi berkisar di bawah 5 persen serta tidak
memperhitungkan kenaikan upah pekerja, diperkirakan tingkat
pengangguran akan terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 7,9 juta
orang atau 7,8 persen pada tahun 2003 (Bappenas,2002). Dilain pihak,
tuntutan peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan
tantangan di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat lokal maupun
global. Hal tersebut berkaitan dengan isu rendahnya kualitas tenaga
kerja baik dilihat dari tingkat pendidikan formal maupun keterampilan.
Meskipun secara nasional tingkat pendidikan angkatan kerja di setiap
wilayah mengalami peningkatan, namun mayoritas tenaga kerja masih
tetap didominasi oleh mereka yang berpendidikan dasar.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pertumbuhan
tersebut telah menyadarkan para pengambil keputusan negeri ini untuk
merubah orientasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih pro-
people (pemerataan). Sehingga kegiatan ekonomi yang dikembangkan
diharapkan lebih ke arah ekonomi kerakyatan, dengan lebih
mengembangkan sektor industri kecil dan menengah, yang selama ini
dikenal sebagai sektor yang lebih ke padat tenaga kerja (labour
intensive) daripada padat modal (capital intensive).

Awal tahun 2001 merupakan era otonomi daerah di Indonesia. Dalam
pelaksanaan otonomi daerah salah satu tujuan utama adalah untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk di suatu
daerah yang bersangkutan. Pembangunan dalam rangka otonomi daerah
juga diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan baik potensi
sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya seoptimal mungkin
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini sangat



diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang duduk di
tingkat legislatif, eksekutif, yudikatif, kalangan swasta, akademisi,
LSM, maupun masyarakat pada umumnya. Partisipasi dapat berupa
peran aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan dan pengawasannya. Jika proses tersebut berjalan baik,
maka proses demokratisasi yang menjadi salah satu agenda reformasi
dapat terlaksana dalam setiap proses kegiatan pembangunan. Secara
empirik terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan
demokratisasi sebuah negara (Umi Karomah, 2002). Terciptanya
kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi pertumbuhan ekonomi
harus didukung oleh sistem demokrasi pada masyarakat tersebut.
Dalam proses demokrasi tersebut perlu didukung stabilitas tingkat
pertumbuhan ekonomi, namun secara kualitas dapat lebih menjamin
tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi kewenangan
secara demokratis bagi daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur dan
menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dikembangkan di
daerahnya. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan lebih
mengutamakan penggalian atau pemanfaatan potensi sumber daya
alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. Di samping itu, juga
membangun sektor-sektor yang lebih membuka kesempatan kerja yang
seluas-luasnya baik bagi penduduk di wilayahnya maupun penduduk di
sekitarnya. Berdasarkan kesimpulan dari berbagai studi tentang
perencanaan tenaga kerja menunjukkan bahwa perencanaan tenaga
kerja selama ini masih bersifat top-down policy. Dalam perencanaan
tersebut berlaku program dengan parameter yang bersifat seragam,
serta kurang diberdayakan aparatur ketenagakerjaan di daerah
(Puslitbang Tenaga Kerja Depnakertrans, 2002). Disamping itu, kendala
dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja adalah kesenjangan
persepsi, visi, kelembagaan, pembiayaan dan sarana, sebagai akibat
dari lemahnya korrdinasi antar lembaaga, perencanaa, persiapan,
sosialisasi dan pengawasan berbagai program pemmbangunan di bidang
ketenagakerjaan.

Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya memiliki potensi daerah,
seperti potensi sumberdaya alamnya yang sangat besar, namun
demikian, sebagian besar potensi tersebut belum dikelola secara
optimal. Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya alam tersebut,
tampaknya salah satunya disebabkan oleh kemampuan sumberdaya
manusianya yang relatif rendah. Fenomena terakhir itu, tampaknya
ditambah lagi dengan masih terbatasnya prasarana dan sarana
penunjang pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,



dibutuhkan peran sektor swasta dalam mengelola potensi sumberdaya
alam tersebut. Peran serta sektor swasta ini diharapkan akan
memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan usaha ekonomi
warga masyarakat Kutai Kartanegara, dan pengembangan sumberdaya
manusianya.

1.2. Perumusan Masalah

Ada tiga hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.
Ketiga permasalahan tersebut adalah :

1.

Politik pembangunan Indonesia selama era orde baru lebih
mengutamakan pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga dipercaya
dapat menciptakan kesempatan kerja sebagai efek tetesan ke
bawah (trickle down effect). Data empiris menunjukkan bahwa
meskipun proses pembangunan pada dasawarsa tersebut telah
berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi, namun disisi lain  prestasi tersebut belum berhasil
memenuhi hak warga negara terhadap pekerjaan. Tingginya tingkat
pengangguran, ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat
baik di desa maupun di kota, serta meningkatnya kemiskinan
terutama sesudah krisis ekonomi, menunjukkan bahwa keberhasilan
pembangunan selama ini bersifat semu. Pertanyaan yang harus
dijawab adalah apakah dengan otonomi daerah dapat menciptakan
arah pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan yang lebih
memenuhi hak bagi masyarakat, terutama yang terkait dengan
peluang kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Selama era orde baru, kebijakan pembangunan cenderung
sentralistik, otoriter dan top down, sehingga daerah terbiasa
mengambil peran sebagai pelaksana daripada peran sebagai
perencana. Sebaliknya dengan otonomi daerah, daerah dituntut
untuk lebih mampu mengelola dan memanfaatkan potensi
sumberdaya yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat. Permasalahannya adalah apakah
dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dan
ketenagakerjaan, daerah juga mengakomodasi potensi sumber daya
(SDA dan SDM) yang dimilikinya secara berkelanjutan? Dengan
kelebihan dan kekurangan otonomi daerah, isu apakah yang muncul
dalam  pelaksanaan  kebijakan yang Dberkaitan  dengan
ketenagakerjaan ?



3. Sejak runtuhnya orde baru, reformasi politik mengamanatkan
adanya demokratisasi dalam setiap aspek pembangunan termasuk
pembangunan ketenagakerjaan. Proses pembangunan yang
berlangsung diharapkan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,
melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam produktivitas
usaha, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun
pengawasan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki
kewenangan lebih luas, sementara pada masyarakat apakah juga
memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam proses menentukan
kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan apakah peran
legislatif meningkat ?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah dan strategi
kebijakan ketenagakerjaan dalam konteks otonomi daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan
untuk :

1. Mengkaji isu pokok yang berkaitan dengan penentuan kebijakan
ketenagakerjaan di daerah.

2. Mengkaji arah dan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan
tenaga kerja di daerah.

3. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan, baik dalam  proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan kajian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi tentang isu-isu berkaitan dengan pembangunan
ketenagakerjan di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memberikan
alternatif bahan masukan bagi pengambil keputusan dalam
menentukkan penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tinjauan Teoritis dan Alur Pikir Penelitian

Sebagai suatu proses, kegiatan pembangunan tidak hanya melibatkan
aspek ekonomi tetapi terkait pula dengan aspek - aspek lain seperti
lingkungan sosial, budaya, politik, dan hukum. Segala perubahan yang



terjadi dalam setiap aspek tersebut akan berpengaruh terhadap
keberlangsungan jalannya kegiatan pembangunan. Sementara itu,
dalam proses pembangunan, terkadung arah kebijakan yang menjadi
tujuan pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan
tersebut terkait dengan strategi pembangunan yang meliputi
- pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesinambungan.
Strategi pertumbuhan yang cenderung meninggalkan aspek equity
seperti selama ini terjadi telah terbukti berimplikasi pada besarnya
pengangguran. Di sisi lain, untuk mengejar besaran pertumbuhan sering
dilakukan dengan mengeskploitasi sumberdaya alam tanpa
memperhatikan kelangsungan potensi yang tersedia.

Pengamatan di banyak negara berkembang, proses pembangunan
melalui mekanisme industrilalisasi telah berdampak terhadap
terjadinya ‘lompatan ke depan’ dan meninggalkan tahapan-tahapan
pembangunan yang seharusnya dilalui. Mekanisme kebijakan
pembangunan yang mentargetkan pertumbuhan tertentu, tanpa
melihat kondisi dan kemampuan suatu negara yang bersangkutan,
berdampak terhadap terjadinya gap antar sektor, terutama antara
sektor manufacture dan pertanian. Umumnya laju pertumbuhan sektor
manufacture lebih tinggi dari pada proses penyerapan tenaga kerija,
sedangkan pada sektor pertanian laju pertumbuhannya menurun lebih
cepat dari pada proses penyerapan tenaga kerja (Query, 1987).
Kenyataan tersebut terjadi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang
telah dicapai, tidak menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja
dalam jumlah yang berarti dan tidak proporsional dengan jumlah
investasi yang ditanamkan (Sritua Arief, 1998).

Secara teoritis, strategi pembangunan yang dikembangkan sangat
dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang ada. Teori neoklasik telah
mempengaruhi kebijakan ekonomi baik negara maju maupun negara
berkembang, meyakini keunggulan-keunggulan sosial ekonomi sistem
kapitalis yang membenarkan pemilikan sumberdaya alam oleh swasta
dan alokasinya melalui pasar bebas. Negara-negara yang telah
menerapkan pendekatan neo klasik ini seringkali berhasil mencapai
peningkatan GNP, tetapi biasanya diikuti oleh pengorbanan sosial yang
besar (Clements, 1997:32). Sementara itu teori strukturalis yang
mengakui pentingnya akumulasi modal atau pertumbuhan yang cepat
sebagai motor pembangunan, di pihak lain juga beranggapan bahwa
ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan hambatan
besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, teori strukturalis
mengetengahkan adanya pengaruh positif redistribusi pendapatan
terhadap pembangunan.



Berbeda dengan faham struktural dan neo klasik, teori pembangunan
Marxis dan Neo Marxis menjadikan ekonomi dunia atau sistem kapitalis
global sebagai unit analisis utama. Salah satu pandangan dari
pendekatan ini adalah adanya hubungan eksploitatif antara negara kaya
(maju) dan negara miskin (terbelakang), bahkan terjadi ketergantungan
terus menerus yang telah terstruktur dari negara-negara miskin
terhadap negara maju. Pandangan lain dalam tingkatan yang lebih
rendah yaitu pada tingkat nasional, adalah adanya kelas-kelas dominan
di tingkat pusat dalam suatu negara yang tumbuh dengan
mengorbankan kelas-kelas atau wilayah-wilayah di bawahnya, dengan
cara mengambil ketersediaan sumberdaya di wilayah atau daerah
(Clements, 1997; Muhaimin, 1991).

Sejak dimulainya era reformasi dalam proses pembangunan nasional
(diawali dengan tumbangnya pemerintahan orde baru), kebijakan
pembangunan nasional telah dipertajam dengan arah, strategi dan
proses yang baru. Arah, strategi dan proses tersebut setidaknya
bertolak dari tiga hal yaitu:

1. Pemihakan dan pemberdayaan terhadap rakyat;

2. Desentralisasi dan otonomi daerah melalui pendelegasian
wewenang lebih luas kepada mayarakat dan aparat daerah untuk
melaksanakan program pembangunan; dan

3. Pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui tekhnologi
yang dilakukan melalui peningkatan kegiatan ekonomi sosial
produktif yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan dalam kebijakan
ketenagakerjaan tidak dapat dibedakan dari arah dan strategi
pembangunan di daerah. Penetapan kebijakan ketengakerjaan dalam
jangka panjang terkait erat dengan permasalahan ketenagakerjaan
yang mendesak seperti penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan
tenaga kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Permasalahan ini
diselesaikan melalui pemanfaatan dan pengelolaan berbagai unsur yang
terkait, melalui kebijakan ketenagakerjaan seperti pengelolaan potensi
daerah, kegiatan investasi, penyelenggaraan pendidikan, dan
kestabilan jaminan iklim usaha. Sementara dalam jangka pendek,
kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan harus terkait erat dengan
berbagai program jangka panjang yang hendak dicapai yakni
kelangsungan penciptaan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.



Melihat peluang otonomi daerah, maka reorientasi politik pembangunan
berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan akan menjadi isu strategis
di daerah sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan yang selama ini
akan dan telah dilakukan. Orientasi pembangunan yang terlalu bias
kota, padat modal dan lebih ke arah pertumbuhan tanpa
memperhatikan keberlangsungan dan pemerataan melalui peningkatan
pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, dinilai tidak kondusif lagi
terhadap kelangsungan pembangunan di daerah. Dalam beberapa hal,
pernyataan ini semakin diakui kebenarannya, karena secara konseptual,
penerapan otonomi daerah, telah memberikan berbagai harapan dan
peluang untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah.

Eforia Otonomi daerah sebenarnya telah menimbulkan tantangan baru
bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah, khususnya dalam
penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah semakin
dituntut untuk meningkatkan kemampuan, terutama dalam penentuan
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan program-program
pelaksanaannya, dengan memperlihatikan berbagai unsur pendukung
keberhasilan pembangunannya (potensi SDA dan SDM, kegiatan
ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan kepastian hukum). Namun
demikian, layaknya sebagai fase proses pembangunan yang dinilai
masih dalam tahap transisi, maka dapat dipahami bila akan selalu ada
perbedaan pendapat yang muncul dalam menyikapi peluang otonomi
daerah tersebut

Dalam penelitian ini, kebijakan ketenagakerjaan pada hakekatnya
berkaitan dengan kebijakan ekonomi di daerah yang meliputi arah,
strategi, dan proses yang langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi pasar kerja. Pasar kerja diartikan sebagai keseimbangan
sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja (supply dan demand side)
yang akan berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja.
Hipotesa yang digunakan adalah, baik kebijakan ketenagakerjaan
maupun ekonomi di tingkat lokal (daerah otonom) dan nasional yang
mempertimbangkan keseimbangan pasar kerja, akan mendorong
keseimbangan pasar kerja dan mendayagunakan sumberdaya manusia.

Sementara itu, diberlakukannya otonomi daerah secara langsung telah
mendorong keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam menentukan
arah dan strategi kebijakan pembangunan khususnya dalam perluasan
kesempatan kerja. Pemikiran tersebut sejalan dengan maksud
penelitian, yaitu sejauh mana daerah telah mempersiapkan dan
merencanakan  proses pembangunan  khususnya di  bidang
ketenagakerjaan yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja



dan pendayagunaan tenaga kerja yang tersedia. Secara skematis,
hipotesis tentang kebijakan ketenagakerjaan sebelum dan setelah
otonomi daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kebijakan Ketenagakerjaan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Kebijakan Sebelum Otonomi Daerah Setelah Otonomi Daerah

1. Arah . .
Kebijakan Top Down Policy Bottom Up Policy

2. Peranan Dominasi Pemerintah Pemerintah Pusat, Propinsi,
Pemerintah Pusat dan Propinsi Kabupaten/Kota Seimbang Menurut

Proporsi Kewenangan Masing-masing

3. Partisipasi Rendah dan Terbatas. Meningkat dan Meluas
Masyarakat

Dalam mengkaji potensi dan isu pokok yang berkaitan dengan
penentuan kebijakan ketenagakerjaan, diperlukan suatu konsep
operasional yang mengarah pada pembahasan politik pembangunan. Hal
tersebut mengingat, kebijakan ketenagakerjaan merupakan bagian
integral dari suatu keputusan politik di bidang pembangunan ekonomi,
yang meliputi arah, strategi dan proses kebijakan pembangunan. Kajian
tersebut  harus  dilihat berdasarkan keterkaitan  kebijakan
ketenagakerjaan dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki daerah,
keberlangsungan kegiatan ekonomi dan investasi, perbaikan pelayanan
pendidikan, dan jaminan kepastian hukum. Arah dan strategi kebijakan
ketenagakerjaan yang dimaskud sangat berkaitan dengan penciptaan
lapangan kerja, pendayagunaan tenaga kerja dan peningkatan kualitas
tenaga kerja di daerah. Ketiga dimensi tersebut merupakan faktor
penentu, artinya tanpa arah, strategi dan proses yang telah
direncanakan, maka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan
tenaga kerja pastilah tidak akan terjadi.

Demikian juga dalam upaya mengkaji partisipasi masyarakat dalam
proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,
harus dilihat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasannya. Berdasarkan konsep operasional tersebut diharapkan
-analisis terhadap arah; strategi; dan proses menuju keseimbangan
pasar kerja dapat diungkapkan melalui keputusan politik di bidang



ketenagakerjaan, khususnya di daerah, baik saat ini maupun yang akan
datang.

Penelitian ini merupakan tahap awal dari rangkaian penelitian selama
tiga tahun (2003-2005). Pada tahun pertama kajian memfokuskan pada
arah, strategi dan proses kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Pelaksanaan penelitian dilakukan di dua kabupaten yaitu, Kabupaten
Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bangka
Propinsi Bangka Belitung. Dalam laporan penelitian ini, difokuskan pada
hasil kajian yang didapatkan di. Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sedangkan hasil penelitian di Kabupaten Bangka dipublikasikan dalam
laporan  penelitian terpisah dengan maksud untuk tidak
diperbandingkan. Hal tersebut karena masing-masing daerah penelitian
memiliki kharakteristik isu ketenagakerjaan yang dinilai berbeda. Pada
tahapan penelitian berikutnya akan dilihat aspek lainnya dari
penentuan kebijakan ketenagakerjaan di daerah, meliputi kebijakan
pembangunan sektoral dan analisis penentuan sektor unggulan dalam
pembangunan daerah.

1.4.2. Pemilihan Lokasi

Publikasi tulisan ini merupakan hasil dari laporan penelitian tentang
“Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Era Otonomi Daerah” studi kasus di
Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur. Pilihan
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi penelitian dinilai sangat
tepat, mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu
Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur sebagai daerah percontohan
pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kerangka pembangunan nasional,
daerah ini juga memiliki peran yang cukup besar sebagai kontributor
ekonomi nasional melalui explorasi kegiatan pertambanga, seperti
pengeboran minyak dan batubara yang banyak tersebar di daerah ini.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga terkenal dengan konsep
pembangunan “Gerbang Dayaku” yang memberikan insiprasi baru
model pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah. Dari
beberapa kelebihan tersebut, tentunya akan menimbulkan peluang dan
tantangan baru, yang menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam
menentukan pencapaian keberhasilan pembangunan. Diantaranya
melalui perencanaan dan pelaksanaan  kebijakan dan program
pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
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1.4.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan pokok-
pokok bahasan penelitian ini, terutama berkaitan dengan isu
ketenagakerjaan, arah, strategi dan proses kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam mendukung analisis digunakan juga data-data publikasi BPS
potensi sosial ekonomi yang terkait dengan peluang dan tantangan
pengembangan ketenagakerjaan di daerah penelitian.

1.4.4, Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat
dikatagorikan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Dalam
menggali data primer dan sekunder ini digunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (indepth interview),
diskusi kelompok terfokus (Fokus Group Discussion), studi literatur dan
pengamatan (observation). Pilihan ketiga tekhnik pengumpulan data ini
merupakan strategi untuk memperoleh informasi secara menyeluruh,
agar temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. :

1.4.4. Pemilihan Informan

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah mereka yang
dianggap mengetahui dan dapat memberi informasi mengenai: isu dan
potensi SDA dan SDM daerah; arah dan strategi kebijakan berkaitan
dengan ketenagakerjaan; dan partisipasi masyarakat dalam proses
penentuan kebijakan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan penelitian,
informan yang terlibat dapat dikatagorikan menjadi 3 golongan, vyaitu:

Pertama, Aparatur pemerintahan daerah; diantaranya Bappeda propinsi
Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian , Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian
dan Tanaman Pangan, Dinas Pendiikan, BPMD, Diskluspora, Biro Hukum
Pemda Kutai Kartanegara dan Aparatur pemerintahan di tingkat
Kecamatan.

Kedua, Aparatur Birokrasi dan Elemen Pengusaha; meliputi Anggota
DPRD Komisi E Kabupaten Kutai Kartanegara, Asosiasi Pengusaha
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Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kadinda Kabupaten Kutai
Kartanegara dan kelompok Usaha Ekonomi Kemitraan.

Ketiga, Komponen Masyarakat; meliputi tokoh masyarakat Kutai,
penduduk, pemuda, anggota kelompok kemitraan ekonomi, dan
akademisi.

1.4.5. Analisis Data

Berbagai data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini
dianalisis secara deskriptif-eksploratif. Analisis secara deskriptif
dilakukan untuk menjelaskan gambaran peluang dan tantangan di
bidang ketenagakerjaan berdasarkan data sosial ekonomi daerah
penelitian. Sedangkan analisis eksploratif dilakukan untuk menunjang
penjelasan deskriptif yang lebih mendalam berkatian dengan arah dan
strategi pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, proses pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat
komponen masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaa tesebut.

1.4.6. Sistematika Penulisan

Publikasi laporan hasil penelitain ‘Kebijakan Ketenagakerjaan dalam
Era Otonomi Daerah’ dengan kasus di Kabupten Kutai Kartanegara ini
terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab | berisi pendahuluan, yang memberikan
penjelasan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran ,
dan metodologi penelitian yang digunakan.

Bab Il berisi peluang dan tantangan pengembangan ketenagakerjaan di
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melihat potensi SDA, SDM, dan
ekonomi daerah. Bab Ill menganalisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan
pembangunan daerah, meliputi arah dan strateginya. Bab IV berisi
penjelasan tentang partisipasi komponen masyarakat seperti DPRD,
pengusaha dan  masyarakat dalam  penentuan kebijakan
ketenagakerjaan. Terakhir, yaitu Bab V merupakan kesimpulan dan
rekomendasi yang berisi ringkasan pembahasan dan beberapa hal yang
perlu diperhatikan sebagai masukan untuk pertimbagan kebijakan.
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BAB I

SETTING DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2. 1. Pendahuluan

Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, Kutai
Kartanegara merupakan daerah yang memiliki peran dan posisi strategis
dalam pembangunan regional di wilayah ini. Pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi yang telihat begitu cepat dan melibatkan proyek-
peroyek besar, mengindikasikan adanya keseriusan daerah ini dalam
mengoptimalkan peluang otonomi daerah, sekaligus menunjukkan
semangat membangun Kutai Kartanegara sebagai sebuah kabupaten
baru yang sangat menjanjikan.

Sisi lain dari kegiatan pembangunan di Kutai Kartanegara, tampaknya
masih banyak tantangan berat yang dihadapi mengingat berbagai
perubahan yang terjadi. Masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi,
kualitas sumberdaya manusia yang rendah merupakan kendala internal
yang masih mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi daerah ini.
Sementara dari aspek eksternal, tantangan tersebut berkaitan dengan
semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam bidang ekonomi,
politik, sosial dan budaya sebagai akibat derasnya arus informasi dan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi, perubahan iklim
ekonomi nasional yang semakin kompetitif antar regional, serta
tuntutan persaingan yang mencakup skala internasional dalam era
globalisasi (Bappeda Kab.Kutai Kartanegara, 2001).

Dengan demikian, maka pembangunan Kutai Kartanegara di masa
mendatang akan semakin terkait dengan perkembangan daerah,
nasional dan internasional. Keberhasilan pembangunan hanya dapat
dihadapi dengan peningkatan daya saing dan optimalisasi seluruh
potensi dan kekuatan sumberdaya yang ada daerah ini. Terutama
bagaimana memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan
memanfaatkan sumberdaya alam daerah ini menjadi lebih baik dan
optimal.

Bab Il dalam laporan penelitian ini akan memberikan gambaran secara
deskriptif peluang dan tantangan yang dihadapai Kabupaten Kutai
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Kartanegara dalam membangun daerahnya, khususnya pengembangan
sumberdaya manusia. Terdapat empat sub bagian yang akan dibahas
dalam bagian ini. Pembahasan pada bagian awal meliputi gambaran
umum tentang kependudukan, geografis dan sosial budaya penduduk
setempat, seperti jumlah penduduk dan kepadatannya, kondisi
geografis, sarana prasarana pembangunan, dan kehidupan sosial
masyarakatnya. Pembahasan kedua berkaitan dengan peluang dan
potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini. Pembahasan ketiga
berkaitan dengan potensi dan peluang di bidang pengembangan
sumberdaya manusia dan pembahasan terakhir berkaitan dengan
potensi dan peluang di bidang ekonomi.

2.2. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas daratan mencapai
27,263.10 km®? dan luas perairannya sekitar 4.097 km’. Secara
administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi 18
Kecamatan dan 194 desa/kelurahan dengan ibu Kota Kabupaten
bernama Kota Tenggarong. Jumlah tersebut sebenarnya telah
mengalami pengurangan, setelah pada tahun 1999 dilakukan
pemekaran wilayah kabupaten ini menjadi 3 wilayah Kabupaten dan 1
kota (Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang).
Kabupaten Kutai Kartanegara dibatasi oleh beberapa daerah, sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang. Pada bagian Timur, diapit oleh sebuah selat, yang
dikenal dengan Selat Makasar. Di sebelah Selatan berbatasan dengan
Kota Balikpapan, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Barat.

Dilihat dari keadaan struktur alamnya, Kabupaten Kutai Kartanegara
dipenuhi banyak gunung, danau, dan sungai. Sedikitnya terdapat 10
gunung yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Gunung tertinggi di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini
adalah Gunung Lengkup, dengan tinggi sekitar 485 meter. Gunung ini
tepatnya berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu. Selain gunung yang
menghiasi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sedikitnya 17
danau yang turut memenuhi indahnya alam kabupaten ini. Dari
sebanyak 17 danau itu, Danau Semayang adalah danau terluas
mencapai 130.000 hektar. Selain dihiasi oleh danau dan gunung,
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kabupaten ini bertambah indah dengan liukan-liukan 31 sungai,
diantaranya sungai Mahakam, yang seolah-olah membelah daratan
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan begitu dahsyatnya. Sungai ini
adalah sungai terbesar dan terpanjang di Kabupaten Kutai Kartanegara
yang mencapai 920 kilometer.

Iklim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tampaknya banyak
dipengaruhi iklim tropis basah. Iklim ini memiliki karakteristik yang
khas, yaitu adanya curah hujan di atas rata-rata daerah lain.
Persebaran hujan ini berlangsung hampir sepanjang tahun. Dengan
demikian sulit dipisahkan antara musim penghujan dengan musim
kemarau, karena jeda sering kali tidak tegas. Suhu udara di Kabupaten
Kutai Kartanegara berkisar pada angka 26° celcius. Perbedaan antara
suhu terendah dengan suhu tertinggi berkisar antara 5° hingga 7° C.
Jumlah curah hujan diperkirakan antara 2000 hingga 4000 mm/tahun,
dengan jumlah hari hujan rata-rata 130 hingga 150 hari/tahun. Curah
hujan terendah adalah 0 hingga 2000 mm/tahun yang berada di daerah
pantai. Curah hujan ini semakin bertambah banyak menjelang wilayah
pedalaman atau tepatnya ke arah Barat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sosial Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002, jumlah
penduduk di daerah ini mencapai 424.452 orang, terdiri dari laki-laki
221.314 orang dan perempuan 203.138 orang. Jumlah penduduk
tersebut terhimpun dalam 109.187 rumah tangga, dengan rata-rata
penduduk setiap kilometer perseginya sekitar 16 orang atau kurang
lebih 4 rumah tangga. Wilayah kecamatan yang memiliki tingkat
kepadatan tinggi adalah Kecamatan Tenggarong (149 orang/km?)
sementara tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan
Tabang (0,2 orang/km?).
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Tabel 2.1.
Luas wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten
Kutai Kartanegara, 2002

Luas wilayah (km?) Jumlah Jumtah Kepadatan
Rumah tangga penduduk
Kecamatan (Ruta)
(orang) Rata/ km? Penduduk
/ km?
(1) @) 3) @) (5) )
1. Samboja 1045.90 8962 35395 8.57 33.84
2. Muara Jawa 754.50 5237 19709 6.94 26.12
3. Sanga-Sanga 233.40 2806 11118 12.02 47.63
4. Loa Janan 644.20 10896 38845 16.91 60.30
5. Loa Kulu 1405.70 7134 27777 5.08 19.76
6. Muara Muntai 928.60 3510 14454 3.78 15.57
7. Muara Wis 1108.16 1564 6748 1.41 6.09
8. Kota Bangun 1143.74 5996 24100 5.24 21.07
9. Tenggarong 398.10 14838 59383 37.27 149.17
10.  Sebulu 859.50 7749 28723 9.02 33.42
11, Tenggarong 437.00 10512 39431 24.05 90.23
Seberang

12.  Anggana 1798.80 4094 18368 2.28 10.21
13.  Muara Badak 939.09 7145 26083 7.61 27.17
14.  Marang Kayu 1165.71 5051 18886 4.33 16.20
15.  Muara Kaman 3410.10 6320 25819 1.85 7.57
16.  Kenohan 1302.20 2559 9585 1.97 7.36
17.  Kembang Janggut 1923.90 2780 10669 1.44 5.55
18. Tabang 7764.50 2034 9359 0.26 .21
Jumtah 27263.10 109187 424452 4.00 15.57

Sumber: Diolah dari 1. Kerjasama BAPPEDA dan BPS Kutai Kartanegara, Desember 2001, Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam angka 2001, (Tenggarong: BAPPEDA dan BPS), hal: 36; 2. BPS dan BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur, 2002,
Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur 2002, Samarinda: BPS dan BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur), 14-28;
3 Gubemur Kalimantan Timur, 2003, Pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur 1998-2003, Buku 2, (Samarinda:
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur), hal: V.2 - IV.6; 4 Kerjasama BAPPEDA dan BPS Propinsi Kalimantan Timur,
2001, Kalimantan Timur dalam angka 2001, (Samarinda: BAPPEDA dan BPS), hal.: 53.

Penduduk asli Kutai Kartanegara adalah suku Kutai dan Dayak.
Sedangkan penduduk pendatang biasanya adalah mereka yang disebut
Orang Jawa; Orang Bugis; Orang Madura; Orang Banjar; Orang Buton;
Orang Cina; dan Orang Melayu Malaysia. Beragamnya suku bangsa yang
tinggal di Kutai Kartanegara mengindikasikan sangat terbukanya daerah
ini bagi para pendatang.
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Keanekaragaman suku bangsa tersebut pada akhrinya menimbulkan
adanya steriotipe di kalangan masyarakat Kutai Kartanegara dalam hal
jenis pekerjaannya. Orang Kutai dan Dayak atau penduduk lokal
umumnya banyak bekerja di bidang pemerintahan dan pertanian.
Sedangkan penduduk asal bugis sebagian besar bergerak dalam bidang
usaha perikanan, jasa dan perdagangan, sementara penduduk dari Jawa
umumnya bekerja lebih fleksibel tersebar di berbagai sektor baik di
sektor pertanian, perdagangan dan aparatur pemda.

Hampir setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki
kelembagaan kependidikan (sekolah). Mulai dari peringkat pra-sekolah
{Taman Kanak-kanak) sampai dengan sekolah menengah (SMU). Baik itu
yang diselenggarakan oleh negara (sekolah negeri), maupun yang
dikelola oleh pihak swasta (sekolah swasta). Data berikut ini
memperlihatkan jumlah tingkatan sekolah berdasarkan statusnya,
jumlah murid dan guru yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun
2002.
Tabel 2.2.
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah/Universitas
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002

- Jumlah . Jumlah
Tingkatan Bangunan Jumlah Murid Guru/Pengajar
Taman Kanak-kanak 70 2.864 226
SD Negeri 406 61.893 37.79
SD Swasta 750 940 63
SLTP Negeri 45 13.158 995
SLTP Swasta 22 2.033 385
SLTA Negeri 13 5.766 381
SLTA Swasta 25 2.695 398
Akademi+Universitas 2 2.345 197

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegra, 2002

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sebuah rumah sakit di Kota
Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan di setiap
kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat sedikitnya sebuah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Di Kecamatan Tenggarong
dan Loa Janan masing-masing terdapat 3 Puskesmas. Di Kecamatan
Samboja, Kota Bangun, Sebulu, dan Tenggarong Seberang masing-
masing terdapat 2 Puskesmas.

Pada tahun 2001 tempat ibadah sudah berjumlah 509, terlebih lagi

pada saat penelitian ini dilakukan. Dari jumlah tersebut, terdapat 399
masjid; 23 gereja Katolik; 83 gereja Protestan; dan 4 pure. Sarana
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ibadah agama Islam, selain masjid, juga ada yang disebut dengan
langgar, sebanyak 541 buah dan mushola sebanyak 55 buah. Sehingga
jumlah keseluruhan sarana ibadah bagi umat Islam adalah sebanyak 995
buah pada tahun 2001. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian
terbesar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah beragama
Istam (416.245 orang).

2.3. Potensi Sumberdaya Alam.

Pertanian tanaman pangan adalah jenis tanaman yang paling banyak
diusahakan oleh penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tersedia
sekitar 455.562 hektar lahan potensial untuk usaha pertanian tanaman
pangan. Lahan potensial pertanian tanaman pangan tersebut terdiri
dari 29.281 hektar lahan sawah, 133.804 hektar berupa bukan lahan
sawah, tetapi tetap ditanami tanaman pangan. Sisanya sebesar 272.263
hektar secara fungsional berpotensi sebagai lahan tanaman pangan,
namun dibiarkan sebagai lahan tidur.

Pada tahun 2001 produksi padi mencapai 183.565,17 ton, angka
produksi padi itu naik pada tahun 2002 menjadi 184.456,26 ton.
Meskipun mengalami sedikit kenaikan, tetapi produksi padi tersebut
belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk
Kabupaten Kutai Kartanegara. Produksi lain dari pertanian tanaman
pangan adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu,
dan ubi jalar (Tabel 2.3.).
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Tabel 2.3.

Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002

No. Komoditas Produksi 2001 (ton) Produksi 2002 (ton)

1. Padi (sawah dan ladang) 183565.17 184456.26
2. Jagung 3899.47 4774.54
3. Kedele 704.49 634.81
4, Kacang tanah 997.15 1041.14
5. Kacang hijau 255.94 225.43
6. Ubi kayu 35532.02 63580.48
7. Ubi jalar 7475.85 13963.64
8. Kakao 401.41 684.51
9. Kelapa dalam 6258.76 5902.91
10. Kopi 995.01 1045.89
11. Lada 4798.01 4804.01
12. Karet 1062.01 1125.01
13. Kemiri 217.51 39.01
14. Aren 27.26 18.31
15. Perikanan laut 19.600.11 20074.81
16. Perikanan darat 25638.51 14352.11
17. Kolam keramba 8029.21 6334.11
18 Budidaya tambak 6623.92 5063.54

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Produksi perkebunan atau pertanian tanaman keras di Kabupaten Kutai
“Kartanegara tampaknya cukup beraneka ragam. Produksi yang cukup
menonjol adalah kakao, kelapa dalam, kopi, lada, karet, kemiri, dan
aren. Produksi kelapa tampaknya memiliki jumlah yang terbesar di
antara komoditas perkebunan, yaitu mencapai 5.902,91 ton pada tahun
2002. Produksi perkebunan lainnya adalah lada, produksinya sebesar
4.804,01 ton di tahun 2002 dan karet dengan tingkat produksi 1.125,01
ton pada tahun 2002.

Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2002

Tabel 2.4.
Luas Panen dan Jumlah Produksi Komeditas Pertanian Tanaman

Tahun 2001 Tahun 2002
Komoditas Luas panen Produksi (Ton) Luas panen Produksi (Ton)
{Ha) (Ha)

Padi sawah 33686 160586,40 41081 162868, 48
Padi ladang 8402 22978,77 9027 21587,78
Jagung 891 3899,47 1660 4774,54
Kedele 373 704,49 754 634,80
Kacang tanah 477 997,15 922 1041,14
Kacang hijau 141 255,94 250 225,43
Ubi kayu 1669 35532,02 3310 63580,48
Ubi jalar 539 7475,85 917 13963,64

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002, Data

produksi_komoditas pertanian tanaman pangan berdasarkan hasil ubinan tahun 2002, (Tenggarong:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara).
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Potensi pengusahaan ikan juga berkembang di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Jumlah produksi ikan pada tahun 2002 sebesar 45.824,51
ton, turun sekitar 30,7 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar
59.891,71 ton. Pada tahun 2002, produksi perikanan terbesar adalah
perikanan laut, mencapai sebesar 20.074,81 ton, kemudian diikuti oleh
perikanan darat atau air tawar sebesar 14,352.11 ton, kolam keramba
sebesar 6.334,11 ton dan usaha budidaya tambak sebesar 5.063,51 ton.

Tabel 2.5
Luas Panen dan Produktivitas Empat Produk Komoditas Pertanian Tanaman Pangan
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002

Kecamatan Padi sawah Padi ladang Ubi kayu Ubi jalar
Ha Kw Ha Kw Ha Kw Ha Kw

Muara Muntai 482 36,40 654 30,73 39 147,15 10 140,81
Kota Bangun 3911 34,05 69 22,74 147 281,41 72 146,81
Muara Wis 750 29,49 22 19,95 9 263,83 8 105,00
Kenohan 396 30,73 708 14,12 38 151,29 10 202,18
Kembang 463 19,66 510 16,75 52 129,03 22 119,03
Janggut

Tabang 157 28,51 1610 22,70 24 167,36 17 128,66
Muara Kaman 9263 40,30 1855 28,08 1894 177,89 298 146,61
Sebulu 2448 49,28 147 36,13 312 208,62 169 179,20
Tengga-rong 7396 40,61 8 28,08 34 227,68 39 124,65
Seberang

Tengga-rong 3184 40,30 9 25,88 225 172,07 81 212,48
Loa Kulu 3992 40,30 1431 26,71 18 171,74 18 127,18
Loa Janan 2192 41,39 420 25,19 24 237,84 12 124,36
Samboja 1987 41,94 75 28.08 115 208,79 9 146,61
Muara Jawa 416 34,71 534 22,49 47 171,51 23 123,56
Sanga-Sanga 96 29,62 83 26,58 62 227,68 10 109,27
Anggana 3022 39,59 557 14,40 185 245,88 72 126,71
Muara Badak 390 38,59 335 22,93 70 249,88 40 122,52
Marang-kayu 536 38,60 - - 15 227,48 7 126,27
Jumlah 41081 39,65 9027 23,91 3310 192,09 917 152,28

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002, Data

produksi _komoditas pertanian tanaman pangan berdasarkan _hasil _ubinan tahun 2002,
(Tenggarong: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Selain sektor petanian, perikanan dan kehutanan, Kabupaten Kutai
Kartanegara dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya
sektor pertambangan yang sangat besar. Potensi tersebut meliputi hasil
tambang batubara, emas, perak, minyak bumi dan gas alam, yang
tersebar hampir merata di seluruh kecamatan.

Hingga saat ini potensi pertambangan tersebut telah dan sedang
dieksplorasi oleh berbagai perusahaan besar baik skala nasional maupun
internasional. Sederet nama perusahaan berskala besar tersebut
misalnya Expan, Vico Unical, dan Total Indonesie yang bergerak
dibidang minyak dan gas bumi. PT Tanito Harum, PT Multi Harapan
Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Utah Indonesia, PT Tambang
Batubara, PT Bukit Baiduri Enterprice (BBE), PT Anugrah Bara Kaltim
(ABK), PT Fajar Bumi Sakti (FBS) dan PT Kitadin yang sebagian besar
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_ dari perusahaan tersebut bergerak di bidang eksplorasi batu bara.
Keberadaan beberapa perusahaan tersebut diakui telah memberikan
kontribusi sangat besar bagi Kabupaten Kutai Kartenegara terutama
dalam hal kontribusi PAD dan penciptaan kesempatan kerja. Adapun
data tentang peluang investasi di bidang pertambangan dan

. persebrannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.6
Peluang Investasi Sektor Pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No Peluang Investasi Lokasi

1 . . Delta Mahakam, Kec. Muara Badak,
Minyak Bumi dan Gas Alam Muara Jawa dan Samboja

2 Batu Bara Kec. Muara Kaman, Sebuiu, Samboja,

Muara Jawa, Kota Bangun, Kenohan,

dan Kembang Janggut

3 | Emas dan Perak Kec. Tabang
4 | Kristal Kuarsa Kec. Kota Bangun dan Kembang Jenggot
5 Rutenium dan Zikron Kec. Samboja dan Muara Jawa

Sumber : Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, 2001

2.4. Potensi Sumberdaya Manusia.

Gambaran sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara antara
tahun 1999 dan tahun 2002 menunjukkan beberapa peningkatan
walaupun masih dalam status yang perlu terus diperbaiki. Berdasarkan
tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat terlihat bahwa sebagian
besar penduduk berpendidikan rendah yaitu SLTP ke bawah. Jumlah ini
mencakup sekitar 64,5 persen atau 219.256 orang dari jumlah
penduduk berusia 10 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut 32,3 persen
(109.700 orang) tamatan SLTP, 25,8 persen (85.867 orang) tamatan SD,
dan sisanya 7 persen( 23.868 orang) tidak/belum pernah sekolah.
Sementara. penduduk yang mampu menamatkan pendidikan setingkat
SLTA berjumlah 96.849 orang atau 23,5 persen dan pendidikan akademi
atau perguruan tinggi hanya mencakup 13.511 orang atau 7,2 persen.

Dilihat dari partisipasi penduduk dalam pendidikan, dapat dinyatakan
adanya trend peningkatan yang cukup signifikan. Partisipasi penduduk
usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun yang berada di SD di kabupaten
ini naik dari 103.7 persen pada tahun 1999 menjadi 108 persen pada
tahun 2002. Bahkan angka tahun 2002 ini sama dengan tingkat
partisipasi sekolah dasar di Propinsi Kalimantan Timur. Partisipasi SD di
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atas seratus persen ini biasa terjadi, karena program wajib belajar
enam tahun, yang kini ditingkatkan menjadi program belajar sembilan
tahun. Namun demikian, yang cukup menarik adalah persentase
sumberdaya manusia perempuan yang tamat SD naik dari 62 persen
pada tahun 1999 menjadi 65,5 persen pada tahun 2002. Gambaran yang
sebenarnya untuk menyimak kualitas sumberdaya manusia ada pada
partisipasi sekolah menengah lanjutan, baik itu SLTP maupun SLTA.

Partisipasi penduduk usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun yang
berada di SLTP di Kabupaten Kutai Kartanegara naik dari 81,1 persen
pada tahun 1999 menjadi 87,2 persen pada tahun 2002. Proporsi angka
tahun 2002 ini sama dengan tingkat partisipasi SLTP Propinsi
Kalimantan Timur (87.4 persen). Namun demikian jika dibandingkan
dengan Kota Samarinda, angka ini cukup jauh berada di bawahnya
(lihat tabel lampiran).

Partisipasi penduduk usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang
berada di SLTA di Kabupaten Kutai Kartanegara naik dari 50 persen
pada tahun 1999 menjadi 52,3 persen pada tahun 2002. Angka ini masih
berada di bawah Propinsi Kalimantan Timur, sebesar 57,7 persen pada
tahun 1999 dan 61.5 persen pada tahun 2002, bahkan cukup jauh
tertinggal dari Kota Samarinda, yaitu 68,6 persen pada tahun 1999 dan
68,7 persen pada tahun 2002. Meskipun demikian, angka partisipasi
SLTA Kabupaten Kutai Kartanegara ini termasuk memadai.

Selain unsur kependidikan, unsur ketenagakerjaan merupakan salah
satu indikator penting untuk mengkaji potensi sumber daya manusia di
suatu satuan kewilayahan. Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat digambarkan ke dalam tingkat partisipasi angkatan
kerja; pengangguran terbuka; persentase pekerja di atas 35 jam dalam
seminggu; lapangan-lapangan usaha yang ada; dan kegiatan-kegiatan
usaha penduduk. Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kutai
Kartanegara meningkat sangat signifikan dari tahun 1999 sebesar 28,1
persen menjadi 62,5 persen pada tahun 2002. Meskipun masih berada
di bawah Propinsi Kalimantan Timur, tetapi peningkatannya tidak
setajam Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan, jika dibandingkan
dengan Samarinda, pada tahun 2002, angka partisipasi angkatan kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat lebih tinggi. Hal tersebut karena
faktor pembangunan industri pengolahan dan industri jasa di Kota
Tenggarong saat ini yang cukup pesat, sehingga kemungkinan besar
menjadi faktor utama tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja di
Kabupeten Kutai Kartanegara.
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Pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong
rendah, jika dibandingkan dengan Samarinda dan Propinsi Kalimantan
Timur. Dari ketiga lokasi tersebut, semua menunjukkan penurunan dari
tahun 1999 ke tahun 2002. Pada tahun 1999 angka pengangguran
terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5,2 persen turun
menjadi 4,7 persen pada tahun 2002. Pada tahun 1999 angka
pengangguran terbuka di Kota Samarinda sebesar 12,1 persen, turun
sangat drastis menjadi 5,9 persen pada tahun 2002. Pada tahun 1999
angka pengangguran terbuka di Propinsi Kalimantan Timur sebesar 7,8
persen, turun menjadi 5,3 persen pada tahun 2002.

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara ini termasuk lebih giat bekerja
dibandingkan dengan penduduk Kota Samarinda dan penduduk di
Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Penduduk yang bekerja
selama lebih dari 35 jam dalam seminggu di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 1999 sebesar 33,2 persen, naik menjadi 34,8
persen pada tahun 2002. Sedangkan kedua lokasi lainnya itu
menunjukkan penurunan. Misalnya, pada tahun 1999 persentase
penduduk yang bekerja selama lebih dari 35 jam dalam seminggu di
Kota Samarinda sebesar 22 persen, turun menjadi 17,8 persen pada
tahun 2002. Sementara itu, pada tahun 1999 persentase penduduk yang
bekerja selama lebih dari 35 jam dalam seminggu di Propinsi
Kalimantan Timur sebesar 31,9 persen, turun menjadi 27,8 persen pada
tahun 2002. Perbedaan tersebut tampaknya disebabkan oleh
konsentrasi pembangunan di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara
sedang giat dilakukan. Misalkan, pembangunan sarana jasa pariwisata
dan prasarana pendukungnya, seperti jembatan yang membentang di
atas Sungai Mahakam yang terkenal sangat lebar.

Peristiwa bias kota yang sangat signifikan tersebut tampaknya tengah
berlangsung di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan kota-
kota kecamatan lain di Kabupaten Kutai Kartanegara masih
mengandalkan kegiatan usaha di sektor pertanian. Dari ketiga lapangan
usaha yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara,
peringkat pertama adalah sektor pertanian (42,8 persen), kemudian
sektor jasa (34 persen), dan yang terkecil adalah sektor industri
pengolahan (23,1 persen).

Kesehatan adalah juga indikator untuk mengkaji potensi sumber daya
manusia. Angka kematian bayi per seribu kelahiran di Kabupaten Kutai
Kartanegara tidak berubah dari 48 per seribu kelahiran pada tahun
1999, tetap pada angka tersebut pada tahun 2002. Angka ini tampaknya
masih berada di atas Kalimantan Timur, bahkan jauh di atas Samarinda.
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Perbaikan kualitas kesehatan penduduk juga diikuti dengan perbaikan
indikator angka harapan hidup penduduk. Angka harapan hidup
penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1999 adalah 65,3
tahun dan naik menjadi 66.4 tahun pada tahun 2002. Angka harapan
hidup ini memang masih lebih rendah bila dibandingkan dengan
Samarinda dan Propinsi Kalimantan Timur. Paling tampak berbeda jauh
dengan Kalimantan Timur dan Samarinda adalah jumlah penduduk yang
tinggal di kota. Demikian juga dengan jumlah penduduk yang bekerja di
non pertanian. Artinya, pada umumnya potensi sumberdaya manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara berada di sektor pertanian.

Struktur penduduk di suatu wilayah dapat digunakan untuk mengukur
kematangan potensi sumberdaya manusia, dengan mengetahui berapa
banyak penduduk muda dan masih sangat produktif serta penduduk tua
dan tidak produktif lagi. Dengan melihat persentase penduduk berumur
10 tahun ke atas dan telah menamatkan pendidikan SMTP ke atas
sebesar 38,2 persen pada tahun 1999 menjadi sebesar 41,3 persen pada
tahun 2002, dapat dikatakan bahwa, penduduk Kabupaten Kutai
Kartanegara cukup muda dan tergolong kelompok usia produktif.
Kenaikan dari tahun 1999 sebesar 38,2 persen menjadi 41,3 persen
pada tahun 2002 kemungkinan disebabkan oleh keberhasilan program
keluarga berencana dan pengaruh penduduk migran masuk yang pada
umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda dan dewasa. Sementara
itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara yang
berkisar antara 112,42 pada tahun 2002, memberi makna bahwa di
Kutai Kartanegara, setiap 100 sumberdaya manusia laki-laki terdapat
112,42 sumberdaya manusia perempuan. Rasio jenis kelamin lebih
tinggi penduduk perempuannya ini biasa terjadi karena faktor migrasi
. keluar yang cukup bermakna.

Urbanisasi merupakan pilihan yang dilakukan penduduk untuk tinggal
dan bekerja di daerah perkotaan. Tingginya urbanisasi di suatu daerah
diukur dengan besarnya penduduk vyang tinggal di perkotaan
dibandingkan jumlah penduduk yang ada di daerah itu. Selain pilihan
penduduk untuk migrasi ke daerah perkotaan, urbanisasi dapat
berlangsung karena faktor pertambahan alami, dan reklasifikasi
kewilayahan. Biasanya, urbanisasi ini sangat dipengaruhi oleh
pembangunan yang lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan.
Aktivitas pembangunan pada dasarnya merupakan upaya mengalihkan
pemusatan kegiatan ekonomi dari industri pertanian menjadi industri
pengolahan dan jasa. Hal ini terkait dengan proses modernisasi model
kapitalis.
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Tingkat urbanisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sebesar 38.01
persen pada tahun 1999 dan turun menjadi 29.71 persen pada tahunh
2002. Angka ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan Samarinda,
yang mencapai 72.22 persen pada tahun 1999 dan bertambah lagi di
tahun 2002 menjadi 88.51 persen (lihat tabel lampiran). Penurunan
angka yang cukup bermakna dari tahun 1999 ke tahun 2002 tampaknya
disebabkan oleh berkurangnya secara drastis komoditas hutan di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, karena jarak antara Kota
Samarinda dengan Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara sudah semakin
dekat, yaitu dapat ditempuh hanya 20 menit, sehingga menjadikan
lbukota Kabupaten Kutai Kartanegara seperti sub urban atau kota
satelitnya Kota Samarinda.

2.5. Potensi Ekonomi.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan
tahun 1997 ternyata berdampak langsung tehadap stabilitas
perekonomian di Kabupten Kutai Kartanegara. Kondisi ini dapat dilihat
dari penurunan nilai produksi berbagai sektor ekonomi dan ditambah
lagi dengan bencana kemarau panjang dan kebakaran hutan yang
semakin memperparah kondisi perekonomian Kabupaten Kutai
Kartanegara saat itu. Satu tahun setelah krisis (tahun 1998), tingkat
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami
penurunan, yaitu dari 12,2 persen (1996) kemudian turun menjadi 6,6
persen (1997) dan kembali turun menjadi 4,3 persen pada tahun 1998
(Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.2000, 1i-5).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutal Kartanegara pada
tahun 1998 disebabkan oleh pertumbuhan negatif dari beberapa sektor
dan subsektor yang memiliki sumbangan cukup besar dalam tatanan
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Sektor tersebut antara
lain adalah sektor pertanian, yang mengatami perubahan sebesar minus
13,3 persen, subsektor kehutanan, yaitu minus 15,6 persen, dan
subsektor perikanan sebesar minus 15,6 persen. Sektor pertambangan
dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar minus 1,3 persen,
subsektor pertambangan minyak dan gas bumi minus 1.71 persen,
sektor industri pengolahan sebesar minus 0.25 persen dan subsektor
industri kerajinan rumah tangga juga mengalami pertumbuhan negatif
sebesar minus 6.61 persen.
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Di samping sektor-sektor tersebut, sektor bangunan juga mengalami
pertumbuhan negatif yaitu minus 2,7 persen, sektor angkutan dan
komunikasi minus 0.5 persen, dan subsektor perbankan minus 12
persen. Namun demikian, ada beberapa sektor atau subsektor ekonomi
di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat bertahan dalam
menghadapi krisis ekonomi tahun 1997. Sektor tersebut adalah sektor
perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,8 persen, sektor
listrik, gas dan air tumbuh sebesar 12 persen, serta sektor jasa
mengalami pertumbuhan sebesar 5,2 persen. Gejala ini menunjukkan
bahwa potensi sumberdaya manusia untuk bertahan menghadapi krisis
ekonomi menjadi sangat penting artinya.

Dalam kurun waktu 1999 hingga 2000, merupakan periode pemulihan
ekonomi di Kabupten Kutai Kartanegara. Pada tahun 1999 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tampak mulai membaik. Nilai
laju pertumbuhan tersebut terjadi karena dukungan dari sektor
pertanian, dengan pertumbuhan sebesar 16,6 persen. Dari sektor
pertanian itu, kekuatan pertumbuhan tampaknya bertumpu pada
subsektor kehutanan yaitu sebesear 17, 4 persen, sektor pertambangan
dan penggalian juga tumbuh sebesar 4,6 persen, dan subsektor
pertambangan migas sebesar 4,4 persen. Begitu pula beberapa sektor
lain, pada umumnya tumbuh cukup bermakna, seperti subsektor
bangunan atau konstruksi sebesar 12 persen, dan sektor industri
pengolahan tumbuh sebesar 9,5 persen.

Pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
menunjukkan gejala melamban, meskipun tetap tumbuh. Pertumbuhan
ekonomi mencapai ‘sebesar 3,6 persen dengan migas dan sebesar 5,2
persen tanpa migas. Gajala ini tampaknya tidak saja terjadi di
Kabupaten Kutai Kartanegara, melainkan terjadi juga di daerah-daerah
lain. Jika dicermati secara lebih mendalam pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara ini termasuk terbaik.

Pada kurun waktu selanjutnya, yaitu tahun 2001, laju pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan lebih
baik dari pada yang terjadi pada tahun 2000. Secara umum, nilai laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapai
angka 6,6 persen dengan migas, sedangkan tanpa migas adalah sebesar
7,5 persen. Gejala ini terjadi Karena hampir semua sektor yang
berperan terhadap PDRB juga mengalami kenaikan. Kenaikan paling
berkesan adalah pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor
pertanian, masing-masing sebesar 6,3 persen dan 5,6 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun ini
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terkesan meyakinkan untuk dapat naik lagi pada periode-peride tahun
berikutnya.

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dalam
persen, memberikan arti bahwa besarnya peranan nilai tambah setiap
sektor ekonomi dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB).  Struktur ekonomi ini juga ~menggambarkan suatu
ketergantungan suatu daerah pada kemampuan produksi masing-masing
sektor ekonomi. Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
kurun waktu antara tahun 1997 hingga tahun 2001 relatif tidak
mengalami pergeseran. Sektor-sektor ekonomi didominasi oleh sektor
pertambangan dan penggalian (subsektor pertambangan migas) dan
sektor pertanian (subsektor kehutanan). Pada tahun 1997, subsektor
pertambangan migas dan sektor pertanian memberikan kontribusi
terhadap PDRB sebesar masing-masing 12,3 persen dan 68,9 persen.
Sementara di tahun 2001, meskipun kontribusi sektor pertanian
menurun dari tahun 2000 (sebesar 10,6 persen) tetapi tidak merubah
kedudukannya pada urutan kedua setelah subsektor pertambangan
migas (72,9 persen'). Dengan demikian, tampaknya sistem
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga sekarang masing
sangat bergantung pada subsektor pertambangan migas dan subsektor
kehutanan.

Dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
penggunaannya, perkembangan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
pada tahun 2001 pada dasarnya lebih besar digerakkan oleh kegiatan-
kegiatan konsumsi di dalam negeri, yakni antara lain adalah
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi
pemerintah, Kenyataan tersebut dapat ditunjukkan melalui besarnva
laju pertumbuhan konsumsi rurmah tangga, yakni dari 5,2 persen di
tahun 2000 menjadi 7,4 persen di tahun 2001. Di lain sisi, terlihat
bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara juga mengalami peningkatan, walaupun secara relatif
masih kecil. Sementara itu, sumbangan dari komponen PDRB atas dasar
penggunaan lainnya menunjukkan adanya kecenderungan yang
menurun. Kenyataan tersebut dapat diantisipasi bahwa: besarnya
komponen konsumsi di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya
menunjukkan lemahnya komponen lain di dalam proses pembentukan
produksi, dan rendahnya komponen investasi tentunya dapat dianalisis
sebagai rendahnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

' BAPPEDA dan BPS, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2001, (Tenggarong:
BPS), 2001, hal. 216-227.
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Beberapa hal tersebut di atas tentunya pada gilirannya akan
mempengaruhi pula perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang.

2.6. Penutup

Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 1996-2000 memang
mengalami gangguan ekonomi karena krisis yang melanda semenjak
paruh kedua 1997. Namun demikian, semenjak tahun 1999 hingga kini
ada gambaran bahwa perkembangan potensi sumberdaya alam, potensi
ekonomi dan potensi sumberdaya manusia cenderung membaik.
Perubahan ke arah yang lebih baik dari struktur ekonomi Kabupaten
Kutai Kartanegara berpengaruh terhadap kontribusi produk domestik
regional bruto (PDRB). PDRB yang semakin baik akan memberikan
dampak pada terbukanya penciptaan lapangan-lapangan usaha.
Bertambahnya lapangan usaha memberikan nilai yang positif terhadap
pencarian kesempatan kerja dan pada gilirannya akan memberikan
upaya penduduk untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya.

Sumbangsih  sektor/subsektor terhadap PDRB meskipun masih
didominasi oleh sektor/subsektor yang padat modal, tetapi dampak
jkutannya juga akan mengena pada sektor/subsektor yang merupakan
padat karya, seperti pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
Bahkan sektor lain, seperti sektor industri pengolahan; sektor listrik,
gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan
restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa, akan ikut juga
terangkat. Dengan demikian akan semakin banyak kesempatan kerja
atau berusaha yang dapat diraih.

Namun demikian, karena sektor-sektor tersebut saling berlomba untuk
memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang terbatas, setidaknya
cenderung semakin terbatas, maka peningkatan kualitas sumberdaya
manusia untuk mengelolanya juga perlu ditingkatkan. Paling tidak
memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal tanpa merusaknya,
akan membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna.
Potensi untuk mencapai kondisi inipun di Kabupaten Kutai Kartanegara
tampaknya telah tersedia dengan baik.

Daya saing dan daya tahan sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten

Kutai Kartanegara, terutama yang datang dari potensi penduduk asli,
tampaknya harus ditingkatkan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka
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kemungkinan akan terjadi persaingan, dan pada akhirnya akan
menimbulkan konflik.
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BAB Il

PEMBANGUNAN DAERAH
DAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN:
ARAH DAN STRATEGI

3.1. Pendahuluan

Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini telah memberikan kontribusi
yang besar terhadap perkembangan ekonomi nasional, bahkan sampai
sekarang, setelah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi tiga kabupaten
dan satu kota. Kontribusi terhadap ekonomi nasional tersebut terutama
berasal dari berkembangnya industri padat modal yang mengolah
berbagai sumberdaya alam terutama dari minyak mentah, gas alam,
batubara dan kehutanan untuk komoditas ekspor. Sebagai ilustrasi,
nilai PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp 18.37 trilyun
pada tahun 1999 kemudian meningkat menjadi Rp 20,73 trilyun pada
tahun 2001. Nilai tesebut sekitar 25 persen dari total PDRB Propinsi
Kalimantan Timur yang mencapai sekitar dari Rp 80,56 trilyun pada
tahun 2001 (BPS. Kab. Kukar dalam Angka. 2002). Namun demikian
sebagian besar penduduknya masih menghadapi permasalahan
kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Sementara itu, masih
tersebar perekonomian rakyat terutama di pedesaan dan pedalaman
yang dikeloia secara tradisional bahkan masih datam tahap ekonomi
subsisten.

Beberapa data tentang indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Kutai
Kartanegara masih menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena
masih tingginya proporsi keluarga pra-sejahtera (11,6 persen) dan
tingkat pengangguran terbuka (2,5 persen). Demikian pula sekitar 63
persen (dari 182 desa/kelurahan) wilayahnya, masih tergolong desa
tertinggal (Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2000: i-8).
Keadaan ini menunjukkan adanya dualisme ekonomi yang timpang,
karena di satu sisi ekonomi modern mampu menyumbang pertumbuhan
ekonomi yang relatif tinggi, namun di sisi lain tidak ada keterkaitan
dengan ekonomi kerakyatan yang banyak melibatkan masyarakat lokal.
Akibatnya penciptaan kesempatan kerja menjadi masalah utama
ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur
pada umumnya, terutama bagi masyarakat lokal yang umumnya
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berpendidikan terbatas. Sebaliknya kebuluhaﬁ perusahaan modern
akan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, banyak dipenuhi
oleh pendatang dari luar Kutai Kartanegara atau luar Kalimantan
Timur.

Masalah lain yang dihadapi daerah dalam penciptaan lapangan kerja
adalah berkaitan dengan terhambatnya akselerasi sosial ekonomi di
wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur,
penyebaran SDM yang tidak merata, terbatasnya SDM yang berkualitas,
kurangnya investasi sektor swasta, serta menurunnya kualitas
lingkungan sebagai dampak adanya eksploitasi sumberdaya alam yang
kurang terkendali pada era sebelumnya.

3.2. Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pembangunan daerah selama era orde baru menganut pola sentralistik,
atau bersifat top down. Pemerintah daerah hanya melaksanakan
kebijakan  pembangunan pusat, tanpa ada ruang untuk
mengimplementasikan keinginan masyarakat daerah. Akibatnya banyak
aset daerah yang dikuasai oleh para konglomerasi, sehingga
pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak diimbangi oleh
kemajuan sosial, ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan
bagi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Hampir semua
penghasilan daerah diatur oleh pusat, sehingga meskipun Kutai
Kartanegara termasuk salah satu daerah kaya (terutama dari hasil
migas), namun kesejahteraan masyarakatnya masih memprihatinkan.

Diterapkannya undang-undang otonomi daerah yaitu No 22 tahun 1999
dan No 25 tahun 1999 serta PP No 25 tahun 2000, memungkinkan
daerah untuk mengelola dan mencari solusi dari permasalahan yang
dihadapi. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan salah satu daerah percontohan pelaksanaan
otonomi daerah sejak tahun 1998. Diberlakukannya undang-undang
otonomi daerah berarti memberi landasan yuridis yang kuat bagi
pemerintah daerah, untuk menentukan arah pembangunan dan
kehidupan masa depan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas,
nyata dan bertanggung jawab.

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat

dilihat dalam Propeda tahun 2001-2005. Rencana Pembangunan tahun
2001-2005 dilaksanakan dalam tatanan satu kesatuan dengan
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Pembangunan Nasional dan Propeda Propinsi Kaltim. Dalam Propeda,
perencanaan pembangunan daerah meliputi program, strategi, visi dan
misi. Kemudian masing-masing sektor menjabarkannya dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) 2001-2005, yang meliputi visi, misi, potensi,
masalah, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari masing-
masing sektor tersebut. Perencanaan strategis tersebut diharapkan
dapat menjadi panduan bagi masing-masing sektor dalam melaksanakan
pembangunan daerah tersebut. Nihin (1999:53) dalam bukunya
‘Paradigma Baru Pemerintah Daerah’, mensitir pendapat David
Orsbone dan Ted Gaebler yang mengingatkan perlunya unsur lain yaitu
“konsensus” dalam pemerintahan, karena banyaknya pihak yang
berkepentingan dibandingkan dunia bisnis. Berbagai langkah dasar
dalam RENSTRA harus menjadi komitmen bersama baik pimpinan
maupun aparat pelaksananya.

Rencana pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam suatu konsep
pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen
pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai
Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku). Namun
masih banyak kelemahan dari pelaksanaan otonomi daerah baik pada
tingkat undang-undang maupun tingkat implementasinya. Implementasi
UU NO 22/1999 di tingkat lokal menimbulkan ketidak pastian yang
tinggi dalam pengelolaan pembangunan daerah (Nugroho, 2003).
Adapun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan bidang
ketenagakerjaan, tercakup dalam visi dan misi Propeda Kabupaten
Kutai Kartanegara 2001-2005 (Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2000 :llI-1), yaitu:

“Terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, mandiri dan
berkualitas melalui sumberdaya pembangunan yang berorientasi
pada peningkatan nilai tambah dan lestari”.

Sedangkan pengembangan kesempatan kerja secara eksplisit tercakup
dalam misi program pembangunan daerah terutama pada butir 5,8 dan
10 yaitu:

- Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi di
Kabupaten Kutai dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar dan berbasis pada SDA
dan SDM yang produktif, maju, mandiri, mempunyai daya saing
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- Penyediaan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan
taraf hidup masyarakat;

- Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi.
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Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan instansi
yang paling kompeten dalam menangani masalah ketenagakerjaan
tersebut. Hal ini tertuang dalam RENSTRA Disnaker Kutai Kartanegara
2002-2006 (Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002). Namun
demikian dilihat dari visi, misi dan tujuan dari RENSTRA Disnaker,
tampaknya penekanan fungsi lebih pada pembinaan dan perlindungan
tenaga kerja daripada permasalahan yang dihadapi pencari kerja
(pengangguran dan penciptaan lapangan kerja). Tampaknya porsi untuk
pencari kerja, terutama berkaitan dengan bursa tenaga kerja, belum
ditangani secara profesional dan masih bersifat pasif, tergantung pada
kemauan pihak pencari kerja dan pengguna untuk mendaftar ke
Disnaker. Hal ini merupakan hambatan dalam mewujudkan
perencanaan tenaga kerja daerah, sehingga berpengaruh terhadap
pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Akibatnya strategi atau
program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengangguran dan
perluasan kesempatan kerja relatif terabaikan, bila dibandingkan
dengan strategi/program Disnaker dalam pelatihan dan perlindungan
tenaga kerja.

Berdasarkan Propeda 2001-2005, pembangunan di Kabupaten Kutai
Kartanegara dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan Terpadu (WPT)
yaitu WPT | merupakan Wilayah Pesisir/Pantai, WPT Il merupakan
Wilayah Tengah dan WPT [l merupakan Wilayah Hulu. Masing-masing
WPT memiliki potensi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan.
Di daerah pantai, bidang unggulan/prioritas pengembangan pada
pertambangan migas, perikanan laut dan tambak serta bidang industri.
Di bagian tengah prioritas pengembangan adalah bidang pertambangan
batubara, pariwisata, bidang pertanian pangan. Sedangkan di bagian
hulu sungai, prioritas pengembangan diarahkan pada bidang perikanan
air tawar, perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.

Melihat pembagian wilayah dan prioritas pembangunan pada masing-
masing wilayah, tampaknya paradigma pembangunan tidak hanya
menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga
memperhatikan pemerataan dengan memilih sektor yang banyak
digeluti masyarakat luas. Dengan memperhatikan potensi unggulan
masing-masing wilayah, berarti orientasi pembangunan cenderung lebih
memprioritaskan pada sumberdaya alam yang tersedia di wilayah
tersebut. Hal ini dapat memberi nilai tambah serta berpotensi untuk
menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut. Pemilihan
sumberdaya alam yang dapat diperbaharui terutama untuk bidang
pertanian berarti juga potensial untuk perluasan ekonomi rakyat,
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karena banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan ‘yang bermfat
tradisional yang selama ini relatif terabaikan.

Paradigma lama yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi
tinggi, terbukti tidak berhasit meningkatkan kesejahteraan masyarakat
luas, karena tidak ada keterkaitan antara sektor manufaktur dengan
sektor pertanian yang banyak melibatkan masyarakat tradisional.
Dinamika ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama
ini juga mengikuti strategi penekanan pada pertumbuhan tinggi. Namun
seperti dikatakan Arif (1998: 414) pembangunan tersebut telah
menghasilkan “pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang,
kemiskinan untuk banyak orang, dan ketergantungan untuk semua”.
Menurutnya hancurnya ekonomi Indonesia selama krisis, akibat
pertumbuhan ekonomi tinggi yang dinikmati oleh sekelompok kecil
orang merupakan pertumbuhan ketergantungan dan keterkaitan antar
sektor domestik sangat lemah. Dengan menekankan arah pembangunan
pada perluasan ekonomi rakyat dan mengatasi permasalahan yang ada,
maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan dapat diikuti oleh
pemerataan, karena melibatkan banyak orang sesuai komoditas
unggulan masing-masing wilayah.

Apabila arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah
menekankan pada ekonomi kerakyatan seperti tercantum dalam
Propeda Kabupaten Kutai Kartanegara, seyogianya juga diikuti dengan
perubahan tolok ukur dalam menilai perkembangan ekonomi. Selama
ini tolok ukur hanya menekankan pada pertumbuhan GNP per kapita,
tetapi seperti yang disarankan oleh ekonom Sussex (dikutip Arif, 1998)
perlu juga didasarkan pada 3 kriteria lain yaitu berkurangnya
- kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan
dan mengecilnya tingkat pengangguran. Kriteria tersebut dapat
menggambarkan  kemajuan  ekonomi  sekaligus  pemerataan
kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Sumberdaya alam (SDA) yang menjadi unggulan masing-masing wilayah
pada umumnya merupakan aset yang dapat diperbaharui, sehingga
potensial untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Perubahan
orientasi pembangunan ini menjadi penting untuk Kabupaten Kutai
Kartanegara yang selama ini lebih mengandalkan pembangunan pada
SDA yang habis pakai seperti minyak dan gas bumi, batubara serta hasil
hutan yang terbatas ketersediaannya, sehingga kurang memperhatikan
potensi SDA lainnya yang lebih berkelanjutan. Meskipun sampai
sekarang pendapatan daerah masih mengandalkan pada hasil
eksploitasi sumberdaya migas, namun karena keterbatasan waktu
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pemanfaatannya (tidak dapat diperbaharui), sudah waktunya
pemerintah daerah otonom untuk mencari alternatif pilihan pada
ketersediaan SDA lainnya yang lebih dapat diandalkan untuk
kelangsungan pembangunan daerah (jangka panjang).

Salah satu prioritas pembangunan sektoral di Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah pengembangan bidang pariwisata. Sektor ini
diharapkan dapat memicu perkembangan sektor-sektor terkait lainnya
seperti bidang perdagangan, perindustrian dan jasa, sehingga sektor ini
potensial dapat memperluas kesempatan kerja di wilayah tersebut.
Demikian pula pilihan untuk program unggulan pada sektor pertanian
dalam arti luas, terutama tanaman pangan dapat melibatkan lebih
banyak masyarakat lokal, yang umumnya sebagai petani tanaman
pangan. Pengembangan pertanian demikian dapat diarahkan juga ke
pengembangan  agroindustri dan  agribisnis, sehingga dapat
meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian yang berarti pula
memperluas peluang kerja.

Peran sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara sampai sekarang masih dominan, sehingga
diprediksikan struktur perekonomian regional Kabupaten Kutai untuk 5
tahun ke depan tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian
(dalam arti luas) sebagai sektor unggulan kedua dalam kontribusinya
terhadap pertumbuhan ekonomi, berpotensi besar untuk peningkatan
ekonomi rakyat, karena keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi
masyarakat. Komoditi andalan dari Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
minyak mentah, gas alam, batubara dan emas dan industri pengolahan
dengan komiditi gas alam cair (LNG) (Propeda Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2000). Hal ini berarti pengembangan bidang-bidang
lainnya sesuai dengan unggulan masing-masing wilayah belum dapat
merubah struktur ekonomi daerah, meskipun diharapkan dapat tumbuh
lebih cepat dalam era otonomi daerah.

Dengan perencanaan program pembangunan sektoral melalui Gerbang
Dayaku, pertumbuhan ekonomi sektoral diperkirakan meningkat rata-
rata sekitar 7 persen per tahun. Meskipun program Gerbang Dayaku
menekankan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, namun dalam
lima tahun ke depan sektor unggulan tetap masih didominasi bidang
_pertambangan dan penggalian. Dilihat dari konsep Gerbang Dayaku,
penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi diharapkan
dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pendapatan per kapita yang lebih merata.
Keadaan ini dimungkinkan apabila sektor-sektor yang dikuasai orang
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banyak juga mengalami pertumbuhan. Apabila hanya sektor tertentu
yang berkembang dan hanya melibatkan sekelompok kecil masyarakat,
maka peningkatan pendapatan per kapita bersifat semu dan tidak
mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, seperti
pengalaman selama era Orde Baru. Sebagai contoh pemberian subsidi
peralatan pertanian, seperti hand tractor, pada satu sisi dapat
meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuka kesempatan
kerja bagi usaha jasa yang terkait dengan peralatan pertanian. Namun
di sisi lain, beberapa kebijakan yang menyangkut pengembangan
teknologi juga dapat mengurangi kesempatan kerja yang selama ini
dilakukan dengan sistim manual. Misalnya pembangunan pabrik
penggilingan padi (Rice Processing Unit) di Kutai Kartanegara, kabarnya
merupakan pabrik penggilingan padi termodern di Indonesia, secara
potensial dapat mengurangi kesempatan kerja (juga kesejahteraan)
bagi pengusaha huller yang selama ini tersedia di wilayah tersebut.
Dengan berbagai kelebihan peralatan modern tersebut, para petani
akan lebih efisien untuk memanfaatkannya daripada ke huller-huller
kecil seperti selama ini dilakukannya. Apalagi kapasitas peralatan
canggih yang dimiliki pemerintah daerah ini berada jauh di atas omzet
padi yang dihasilkan wilayah tersebut.

3.3. Kebijakan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Sektoral:
. Padat Modal atau Padat Tenaga Kerja?

Untuk mengatasi masalah pengangguran, kegiatan investasi diperlukan
untuk membuka kesempatan kerja. Salah satu masalah yang dihadapi
dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kurangnya
investasi yang berasal dari pihak swasta. Salah satu peran penting
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang
ketenagakerjaan adalah “menciptakan iklim vyan